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Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang pelanggaran-pelanggaran 
yang dilakukan oleh kepolisian lerhadap peraturan disiplin kepolisian itu sendiri 
ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Permasalahan yang diajukan sehubungan dengan pennasalahan tersebut adalah 
meogapa banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian 
dan bagaimana sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin 
kepolisian, 

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 

kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Oairi. 
Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa peraturan disiplin anggota 

Kcpolisian Negara Republik Indonesia adalah serangakaian norma untuk membina 
dan meoegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian 
oegara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan disiplin di lingktmgan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan penyelesaian atau tindakan disiplin 
yang diambil dilakukan di kalangan sendiri atau secara intern. Hal ini disebabkan 
bahwa pelanggaran disiplio yang dimaksudkan bukan sebagai suatu perbuatan pidana 
tetapi merupakan suatu tiodakan yang menyalahi atau melanggar ketenluan 
orgaoisasi kcpolisian itu sendiri. Tindakan disiplin yang diambil terhadap pelaoggar 
disiplin di lingkungan kepolisian dapat berupa tegurao lisao atau tindakao fisik. 
Sedangkan hukuman disiplin dnpat berupa tegurnn tertulis, peoundaan mengikuti 
peodidikan paling lama I tahun, peoundaan kenaikan gaji berkala, penundaan 
kenaikan pangkat uotuk paling Jama I tahun, mutasi yang bersifat demosi, 
pembebasan dari jabatan serta peoempatan dalam kbusus paling lama 21 hari. 

Penelitian ini juga meoyarankan peoegakan disiplin kepolisian hendaknya 
dapat disesuaikan deogan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta 
disesuaikan dengan tingkat pelaoggarao disiplin itu seodiri. Hendaknya diambil 
langkah kebijaksanaan khususnya penerapan manajemen partisipasi dalam 
menuojaog tatanan kerja polri sebagai penyidik, yang mcngikut scrtakan tokoh 
masyarakat, politikus, pemuda dao mahasiswa, ceodckiawao dao juga komponen 
mayarakat laiooya, sehingga Polri tidak saja mewujudkao kepentingan organisasinya 
tetapijuga kepentingan masyarakat luas. 
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